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ABSTRAK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menuntut adanya koordinasi antar lintas instansi yang efektif,
khususnya di wilayah dengan kerentanan geografis tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika koordinasi
antarinstansi dalam pelaksanaan PDPB di Kabupaten Demak dengan menggunakan kerangka collaborative
governance Ansell dan Gash. Penelitian mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang
menelaah regulasi primer Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025, data institusional
PDPB Kabupaten Demak tahun 2025-2026, serta literatur empiris terdahulu. Temuan menunjukkan bahwa
koordinasi antarinstansi masih terhambat pada tiga dimensi: (1) starting conditions yang ditandai rendahnya
kepercayaan antara KPU dan Bawaslu terkait akses verifikasi data; (2) institutional design yang lemah,
termanifestasi dalam fragmentasi sistem Sidalih dan SIAK serta absennya aktor lokal dalam desain kelembagaan
PDPB; dan (3) paradoks temporal regulasi antara siklus pemutakhiran triwulanan dengan penyerahan data
semesteran. Konfirmasi empiris dari data rincian PDPB menunjukkan bahwa pada Triwulan I 2026 terjadi
akumulasi pencoretan 9.807 pemilih TMS terdiri dari 3.998 meninggal dan 5.765 pindah keluar yang
membuktikan adanya lagging data akibat kegagalan sinkronisasi real-time. Kontribusi artikel ini terletak pada
integrasi variabel kerentanan geografis yaitu banjir rob dan mobilitas penduduk ke dalam analisis collaborative
governance pemilu, yang selama ini kurang dibahas dalam literatur PDPB.
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PENDAHULUAN

Pasca penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada)
serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab konstitusional
untuk menjaga kemutakhiran data pemilih melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB). Hal ini diatur dalam Pasal 14 huruf /, Pasal 17 huruf [, dan Pasal 20 huruf
I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pergeseran dari pendekatan
periodic list menuju continuous register ini lahir sebagai respons atas permasalahan klasik daftar
pemilih yang kerap tidak akurat dan tidak komprehensif pada setiap penyelenggaraan pemilu
sebelumnya (Mareati et al., 2026).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan menegaskan PDPB sebagai salah satu program prioritas nasional
yang harus memenuhi sepuluh prinsip, termasuk terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Ketua
KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa validitas data melalui PDPB membutuhkan
dukungan dan kerja sama lintas sektor mulai dari Kemendagri untuk penyerahan DP4,
TNI/Polri untuk data personel aktif, hingga pemerintah desa untuk pelaporan perubahan status
warga. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Data dan
Informasi, Betty Epsilon Idroos, pasca pembubaran badan ad hoc yaitu Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), beban penyelenggaraan PDPB
sepenuhnya bertumpu pada KPU Kabupaten/Kota dengan keterbatasan sumber daya manusia
yang sangat krusial (kpu.go.id, 2026).

Kompleksitas PDPB tidak hanya bersumber dari dinamika kependudukan seperti
mobilitas penduduk, perubahan status sipil menjadi militer dan rendahnya kesadaran
administrasi kependudukan masyarakat. (Sutisna, A. Nurhayati, 2021). Akan tetapi juga dari
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multiplisitas sumber data yang harus disinkronkan. KPU harus mengolah data pemilih hasil dari
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pilkada terakhir. Data ini disinkronisasi dengan data
kependudukan yang telah dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kementerian yang
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, data dari instansi atau
lembaga terkait dan laporan dari masyarakat. Namun data-data tersebut kerap kali tidak
lengkap elemen datanya.

Kondisi tersebut menjadi semakin problematis di wilayah dengan karakteristik geografis
tertentu. Salah satunya di Kabupaten Demak yang memiliki topografi yang sangat landai dengan
rata-rata slope hanya 1,25° dan nilai Topographic Wetness Index (TWI) sangat tinggi (40,99),
menjadikannya zona akumulasi air yang rawan banjir rob dan fluvial (Ayudhia & Sawiji, 2025).
Data pemetaan genangan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, intensitas kejadian banjir
mencapai 35,74% dengan durasi genangan rata-rata 7,10 bulan. Kondisi ini berpotensi memicu
mobilitas spasial penduduk yang tinggi dan menjadi hambatan fisik bagi pemutakhiran data di
lapangan. Secara empiris, KPU Kabupaten Demak telah melaksanakan PDPB sebanyak tiga kali
sepanjang tahun 2025, dan pada Triwulan I tahun 2026 telah memproses 914.628 pemilih (kab-
demak.kpu.go.id, 2026). Volume data yang sangat besar ini menegaskan bahwa PDPB bukan
sekadar pekerjaan administrasi rutin, melainkan proyek manajemen data berskala besar yang
sangat bergantung pada kualitas koordinasi lintas instansi.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu mengungkapkan 3 (tiga) celah (research gap).
Pertama, terdapat kesenjangan antara solusi makro seperti konsep Satu Data Indonesia (Wafi et
al,, 2023) dengan hambatan mikro berupa ketidaklengkapan elemen data di level akar rumput
(Sutisna & Nurhayati, 2021; Agsha et al, 2025). Kedua, terdapat konflik normatif antara
tuntutan keterbukaan data untuk pengawasan (Hazamuddin et al, 2023) dengan batasan
perlindungan data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi/PPDP (Nanta et al.,, 2025), yang belum dijembatani oleh penelitian
sebelumnya. Ketiga, sebagian besar studi lapangan masih menggunakan data era awal PDPB
tahun 2021 pasca pemilu 2019 dan pilkada 2020 (Ointu et al., 2022) sehingga dinamika pasca
dan implementasi penuh Pemilu/pilkada 2024 belum banyak dievaluasi.

Berdasarkan celah-celah tersebut, artikel ini hadir dengan novelty ganda secara
substansial, mengintegrasikan dimensi kerentanan geografis yaitu banjir rob ke dalam analisis
tata kelola data pemilih yang selama ini didominasi perspektif administratif dan teknis; dan
secara teoritis, menggunakan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash sebagai alat
analisis sintesis yang menghubungkan temuan-temuan fragmentasi dari penelitian terdahulu ke
dalam satu peta koordinasi yang koheren. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika
koordinasi antarinstansi dalam PDPB di Kabupaten Demak melalui lensa collaborative
governance, dengan fokus pada mengidentifikasi hambatan struktural dan mengusulkan
rekonfigurasi tata kelola yang lebih adaptif terhadap konteks geografis setempat.

TINJAUAN PUSTAKA
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan: Evolusi dan Problematika

PDPB merupakan pergeseran paradigma dari pendekatan periodic list menuju continuous
register yang merawat dan memutakhirkan daftar pemilih dari satu pemilu ke pemilu
berikutnya (Sutisna & Nurhayati, 2021; Ointu et al., 2022). Pendekatan ini diharapkan mampu
mengatasi ketidakakuratan data pemilih yang menjadi masalah klasik dalam setiap
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Secara umum, literatur mengenai PDPB dapat
dikelompokkan ke dalam dua klaster temuan utama. Klaster pertama menyoroti problematika
teknis administratif, yang meliputi: (1) ketidaklengkapan elemen data bahan baku, khususnya
absennya NIK dan NKK pada laporan kematian atau perpindahan dari instansi terkait (Sutisna &
Nurhayati, 2021); (2) kegagalan teknis pada aplikasi Sidalih dan e-Coklit yang menghambat
proses pemutakhiran (Supardi & Putri, 2024; Agsha et al., 2025) dan (3) keterbatasan anggaran
dan SDM di luar tahun pemilu yang memaksa penggunaan metode pencocokan terbatas
(Fitriyenti & Henmaidi, 2023). Klaster kedua, menyoroti problematika kelembagaan, yang
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mencakup, (1) konflik kewenangan antara KPU dan Bawaslu terkait akses data untuk
pengawasan (Hazamuddin et al., 2023); (2) lemahnya integrasi sistem antara sistem informasi
data pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berujung
pada invalid data (Tefa & Nurhidayah, 2018; Ardhy et al., 2024); dan (3) tantangan baru terkait
perlindungan data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Nanta
etal,, 2025)

Sintesis dari kedua klaster tersebut menunjukkan bahwa masalah PDPB telah melampaui
dimensi teknis administrasi dan memasuki ranah tata kelola/governance yang lebih kompleks.
Namun, penelitian-penelitian terdahulu cenderung memisahkan secara kaku antara aspek
hukum dan kelembagaan, teknis administratif, dan strategis, sehingga belum mampu
memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana ketiga dimensi tersebut berinteraksi
dalam satu konteks koordinasi. Kecuali beberapa upaya isolir seperti inovasi Coklat Pemilu di
Padang Pariaman (Putri et al., 2024) yang menunjukkan potensi integratif akan tetapi belum ada
kerangka analisis yang mampu memetakan interaksi dinamis antar variabel tersebut secara
sistematis.

Collaborative Governance sebagai Kerangka Analisis

Konsep governance menandai pergeseran dari pendekatan hierarkis/government menuju
tata kelola yang melibatkan jaringan organisasi yang saling tergantung, pertukaran sumber
daya, serta aturan yang disepakati bersama (Noor et al., 2022). Dalam tataran kebijakan publik,
konsep ini berkembang menjadi collaborative governance yang didefinisikan oleh Ansell dan
Gash (Putri et al, 2024) sebagai tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara
langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan
kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif.

Kerangka Ansell dan Gash mengidentifikasi empat variabel utama yang menentukan
keberhasilan kolaborasi. Variabel pertama, Starting Conditions, mencakup kesamaan visi,
sejarah kerjasama, serta ketidakseimbangan sumber daya dan keahlian antar aktor termasuk
tingkat kepercayaan/trust dan motivasi yang menjadi prasyarat psikologis kolaborasi. Variabel
kedua, Institutional Design, merujuk pada kejelasan aturan main, transparansi prosedur dan
inklusivitas partisipasi dalam desain kelembagaan. Variabel ketiga, Facilitative Leadership,
menekankan peran aktor kunci dalam membangun komitmen, memfasilitasi dialog, dan
menjembatani perbedaan kepentingan. Variabel keempat, Collaborative Process, mencakup
mekanisme face-to-face dialogue, pembangunan kepercayaan bertahap, komitmen proses,
pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara/interim outcomes.

Kerangka ini dipilih karena kemampuannya untuk mensintesis temuan-temuan
fragmentasi dari penelitian PDPB terdahulu ke dalam satu peta analisis yang koheren. Problem
monopoli data KPU-Bawaslu (Hazamuddin et al., 2023) dapat dibaca sebagai kelemahan pada
starting conditions; fragmentasi Sidalih-SIAK (Tefa & Nurhidayah, 2018) sebagai kegagalan
institutional design; absennya aktor lokal (Sutisna & Nurhayati, 2021) sebagai defisit
inklusivitas; dan inovasi kolaboratif seperti di Padang Pariaman (Putri et al., 2024) sebagai
manifestasi facilitative leadership dan collaborative process yang berhasil. Dengan demikian,
kerangka Ansell dan Gash berfungsi tidak sekadar sebagai lensa deskriptif melainkan sebagai
kerangka sintesis analitis yang menghubungkan temuan mikro dengan dinamika makro tata
kelola pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen
(document analysis). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengkaji dinamika
koordinasi antarinstansi dalam PDPB melalui interpretasi terhadap norma regulasi, data
institusional, dan literatur empiris terkait, bukan menguji hipotesis atau mengukur variabel
secara statistik (Bowen, 2009). Sumber data penelitian terdiri atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Regulasi primer yang meliputi PKPU Nomor 1 Tahun 2025 beserta Petunjuk Teknis PDPB
dan Keputusan KPU Kabupaten Demak tentang Penetapan PDPB Tahun 2025 dan 2026.
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2. Data institusional berupa rekapitulasi PDPB Kabupaten Demak periode 2025-2026 yang
dipublikasikan secara resmi, dokumentasi rapat pleno terbuka dan informasi pelaksanaan
pencocokan terbatas (coktas) yang tersedia di kanal resmi KPU Kabupaten Demak.

3. Data rincian komposisi perubahan data pemilih yang diperoleh melalui mekanisme
permohonan informasi publik kepada PPID KPU Kabupaten Demak (Surat Nomor 35/HM.03-
SD/K/3321/4/2026, tertanggal 4 Juni 2026), yang memuat breakdown pemilih baru
(pemula, purnawirawan TNI/Polri, pindah masuk), pemilih Tidak Memenuhi Syarat/TMS
(meninggal, pindah keluar, TNI/Polri), dan pemilih ubah data per triwulan.

4. Literatur empiris terdahulu yang mengkaji implementasi PDPB di berbagai daerah, yang
berfungsi sebagai data komparatif untuk kontekstualisasi temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap keempat
kategori sumber tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik
analisis isi dengan prosedur kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles,
Huberman, & Saldafia, 2014). Kondensasi data dilakukan melalui penyorotan (highlighting) dan
pengkodean (coding) terhadap pasal-pasal regulasi yang relevan dengan variabel collaborative
governance, pemetaan temuan literatur ke dalam matriks perbandingan antar lokus, dan
tabulasi komposisi perubahan data pemilih untuk mengidentifikasi pola lagging data dan
asimetri pelaporan antar kategori. Penyajian data dilakukan dengan memetakan temuan ke
dalam empat variabel kerangka Ansell dan Gash, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan
karakteristik geografis dan data kependudukan Kabupaten Demak. Penarikan kesimpulan
dilakukan secara induktif dengan menelusuri pola-pola konsisten yang muncul dari keempat
sumber data.

Penggunaan pendekatan analisis dokumen ini memiliki implikasi metodologis yang perlu
diakui secara transparan. Pertama, analisis dibangun atas dasar inferensi dari dokumen tertulis
dan data institusional resmi, sehingga kedalaman temuan bergantung pada keterbukaan dan
kelengkapan sumber dokumen yang tersedia. Kedua, klaim-klaim analitis dalam pembahasan
bersifat interpretatif berdasarkan konvergensi bukti dari regulasi, data institusional, dan
literatur komparatif, bukan berdasarkan data primer dari wawancara atau observasi lapangan.
Ketiga, temuan mengenai dinamika kelembagaan merupakan indikasi berdasarkan analisis
dokumen yang memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Pelaksanaan PDPB di Kabupaten Demak

Pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih
berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Demak selama tahun 2025 telah melaksanakan rapat pleno
rekapitulasi PDPB sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk tahun 2026, sudah dilaksanakan sebanyak 1
(satu) kali dan akan dilanjutkan sebanyak 4 kali.

Tabel 1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 dan 2026 di Kabupaten

Demak
No Periode Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan Total
1 PDPB TW I Tahun 2026 457.877 456.751 914.628
2 PDPB TW IV Tahun 2025 463.140 461.272 924.412
3 PDPB TW III Tahun 2025 459.305 457.565 916.870
4 PDPB TW II Tahun 2025 453.247 451.943 905.190

Sumber: KPU Kabupaten Demak (2026)

Dari data tabel di atas, terdapat pola kenaikan konsisten dari TW Il ke TW IV 2025 dengan
akumulasi tambahan 19.222 pemilih, diikuti penurunan tajam sebesar 9.784 pemilih pada TW |

25



Jurnal Kota Wali Volume 2 Issue 1 Year 2026 Pages 22-34
e—ISSN 3123-9714

http://jurnal.demakkab.go.id

2026. Untuk memahami penyebab fluktuasi tersebut, diperlukan analisis terhadap komposisi
perubahan data di setiap triwulan. Data rincian PDPB yang diperoleh melalui permohonan
informasi publik PPID KPU Kabupaten Demak menyajikan breakdown yang memungkinkan
identifikasi pola lagging data secara lebih presisi.

Tabel 2. Rincian Komposisi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 dan

2026 di Kabupaten Demak
No Kategori TWII 2025 TWIII 2025 TWIV2025 TWI12026
A  Pemilih Baru
1 Pemula 3.485 11.919 8.927 17
2 Purnawirawan TNI - 19 6 3
3 Purnawirawan Polri 4 1 5 3
4 Pindah Masuk 3.919 5 2.538 -
Jumlah Pemilih Baru 7.408 11.944 11.476 23
B  Pemilih TMS
1  Meninggal Dunia 1.126 49 56 3.998
2  Pindah Keluar 7.889 248 3.878 5.765
3 TNI - 86 - 26
4 Polri 38 - - 18
Total TMS 9.053 383 3.934 9.807
C  Pemilih Ubah Data 811 3 7.598 2
Jumlah (A-B) -1.645 11.561 7.542 -9.784

Sumber: KPU Kabupaten Demak, Surat Nomor 35/HM.03-SD/K/3321/4/2026 (2026)

Data pada Tabel 2 mengungkap pola yang sangat informatif. Pertama, terdapat asimetri
pelaporan yang mencolok antara komponen pindah masuk dan pindah keluar. Pada triwulan Il
tahun 2025, tercatat 3.919 pemilih pindah masuk namun 7.889 pindah keluar dan pemilih
berkurang sebanyak 3.970 pemilih yang secara konseptual tidak lazim apabila mobilitas
dilaporkan secara akurat dan real-time di setiap triwulan. Pola serupa terjadi pada TW IV 2025
bahwa pemilih pindah masuk sebanyak 2.538 sedangkan pindah keluar sebanyak 3.878. Kedua,
terdapat akumulasi TMS yang tertunda pada TW [ 2026. Subtotal TMS pada triwulan ini
mencapai 9.807 pemilih lebih dari dua kali lipat rata-rata TMS per triwulan sebelumnya yaitu
4.458 dengan komposisi dominan berupa 3.998 pemilih meninggal dan 5.765 pemilih pindah
keluar. Angka 9.807 ini nyaris identik dengan penurunan total pemilih sebesar 9.784 yang
terlihat pada Tabel 1 (selisih 23 merupakan efek neto dari penambahan 23 pemilih baru
dikurangi TMS).

Temuan ini secara empiris mengonfirmasi bahwa pencoretan pemilih yang seharusnya
dilakukan secara bertahap pada triwulan-triwulan sebelumnya justru terakumulasi dan baru
terealisasi pada TW I 2026 sebagai manifestasi klasik dari lagging data. Ketiga, terdapat
fluktuasi tidak wajar pada pemilih pemula. Angka pemula melonjak drastis menjadi 11.919 pada
TW III 2025 antara bulan Juli ke bulan September, yang secara demografis dapat
diinterpretasikan sebagai efek masuknya gelombang pemilih usia 17 tahun pasca periode
kelulusan SMA/SMK pada Juni. Namun, angka tersebut turun menjadi 8.927 pada TW IV 2025
dan hanya 17 pada TW I 2026, yang mengindikasikan bahwa pelaporan pemilih pemula tidak
berjalan konsisten antara triwulan dan sangat bergantung pada siklus aktivasi pelaporan di
tingkat desa.

Secara prosedural, KPU Kabupaten Demak telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi PDPB termasuk pada 2 April 2026 untuk TW 1 2026 yang menghadirkan
perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres, Kodim 0716, Rutan Kelas IIB, partai
politik, dan media. Upaya membuka layanan tanggapan melalui tautan digital dan QR Code
(Quick Response Code) atau Kode Respons Cepat juga menunjukkan adaptasi terhadap prinsip
partisipatif. Namun, sebagaimana akan dianalisis pada sub-bagian berikut, kepatuhan
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prosedural ini belum serta-merta merepresentasikan keberhasilan substantif collaborative
governance.

RN II

b | :; LI

KPU KABUPATEN DEMAK MELAKSANAKAN RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANIUTAN (PDPB)
TRIWULAN I TAHUN 2026
(KAMIS, 2 APRIL 20286)

Sumber: KPU Kabupaten Demak (

2026)
Gambar 1.
Rapat Pleno PDPB TW I 2026 di Kabupaten Demak

Namun demikian, jika dikaitkan dengan realitas geografis dan fragmentasi sistem (Sidalih-
SIAK) yang telah dibahas sebelumnya, inovasi digital ini menghadapi dilema substantif. Temuan
Yandra, dkk. (2025) mengenai keterbatasan Sidalih tanpa dukungan data kependudukan yang
mutakhir sangat relevan di sini. Ketika masyarakat dari zona rawan banjir dengan seasonality
genangan mencapai rata-rata 7,10 bulan menurut Ayudhia & Sawiji (2025) melakukan self-
registration melalui QR Code, mereka mungkin melaporkan perubahan domisili.
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Sumber: KPU Kabupaten Demak (2026)
Gambar 2
Coktas PDPB TW I 2026 di Kabupaten Demak

Analisis Berdasarkan Variabel Collaborative Governance

Starting Conditions: Kepercayaan dan Keseimbangan Kekuasaan antar Aktor

Variabel starting conditions dalam kerangka Ansell dan Gash menekankan pentingnya
tingkat kepercayaan, kesamaan visi, dan keseimbangan sumber daya sebagai prasyarat
kolaborasi. Analisis terhadap regulasi dan literatur komparatif mengindikasikan bahwa starting
conditions koordinasi PDPB di Kabupaten Demak dan secara lebih luas di berbagai daerah masih
lemah pada dua aspek.
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Aspek pertama berkaitan dengan ketidakseimbangan posisi tawar antar aktor.
Berdasarkan analisis dokumen regulasi dan literatur, dapat dipetakan bahwa KPU berada pada
posisi High Power-High Interest sebagai pengelola tunggal sistem Sidalih, sementara Bawaslu
berada pada posisi High Interest-Low Power karena memiliki kewajiban pengawasan namun
tidak memiliki akses penuh terhadap database pemilih. Disdukcapil berada pada posisi High
Power-Moderate Interest sebagai pengelola SIAK yang menentukan kualitas input data, namun
jadwal sinkronisasi tidak sepenuhnya seirama dengan kebutuhan KPU. Sementara itu,
pemerintah desa/RT/RW yang memiliki pengetahuan faktual tinggi terhadap dinamika
kependudukan di lapangan berada pada posisi Low Power-High Interest, yang mengindikasikan
potensi eksklusi dari mekanisme koordinasi formal.

Tabel 3. Pemetaan Posisi Tawar Pemangku Kepentingan PDPB di Kabupaten Demak

No Pemangku Kekuasaan Kepentingan Posisi dan Dampak
Kepentingan Atas Data AKkurasi Koordinasi
1  KPU Kabupaten Demak Tinggi Tinggi Power Broker: Mendominasi

alur data, berpotensi menutup
akses pengawasan.

2 Bawaslu Kabupaten Rendah Tinggi Spectator: Memiliki kewajiban
Demak hukum pengawasan tetapi

terbatas kapasitas verifikasi.
3 Disdukcapil Tinggi Sedang Gatekeeper: Menentukan

kualitas input data, namun
jadwal sinkronisasi tidak selalu

seirama.
4 Pemerintah Rendah Tinggi Excluded Actor: Sering
Desa/RT/RW diabaikan dalam mekanisme

koordinasi formal birokrasi.

Sumber: Analisis Dokumen Regulasi dan Literatur (Diolah, 2026)

Institutional Design: Fragmentasi Sistem, Paradoks Temporal, dan Eksklusi Aktor Lokal

Variabel institutional design menyoal kejelasan aturan main, transparansi prosedur, dan
inklusivitas partisipasi. Analisis mengungkap tiga kelemahan desain kelembagaan yang saling
terkait. Kelemahan pertama adalah paradoks temporal dalam regulasi PDPB. Pasal 9 PKPU
1/2025 mewajibkan pemutakhiran setiap tiga bulan, namun Pasal 10 hanya menyediakan DP4
dari Kemendagri setiap enam bulan sekali. Bagi Kabupaten Demak yang memiliki dinamika
kependudukan tinggi akibat urbanisasi ke Kota Semarang serta perpindahan domisili warga
terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung dan Wedung ketidakselarasan temporal ini
berpotensi menghasilkan time-lag yang signifikan.

Data rincian PDPB pada Tabel 2 memberikan bukti empiris langsung mengenai dampak
paradoks temporal ini. Akumulasi TMS sebesar 9.807 pemilih pada TW I 2026—yang dominan
berasal dari kategori meninggal (3.998) dan pindah keluar (5.765) menunjukkan bahwa
perubahan status kependudukan yang seharusnya tercatat dan diproses secara bertahap pada
triwulan sebelumnya justru tertunda (delayed registration). Jika sinkronisasi SIAK-Sidalih
berjalan secara real-time, maka angka-angka tersebut seharusnya terdistribusi secara lebih
merata antartriwulan, bukan terkonsentrasi pada satu periode. Temuan ini secara empiris
mengonfirmasi bahwa desain temporal regulasi PDPB dengan siklus pemutakhiran tiga bulan
yang tidak didukung oleh mekanisme pembaruan data kependudukan yang seirama
menciptakan window of inaccuracy di mana data pemilih berpotensi tidak mencerminkan
kondisi demografis faktual.

Selain itu, data Tabel 2 juga mengungkap asimetri pelaporan perpindahan penduduk yang
mengindikasikan kelemahan pada mekanisme pelaporan di tingkat aktor lokal. Pada TW II
2025, tercatat 7.889 pemilih pindah keluar namun hanya 3.919 pindah masuk; pada TW IV
2025, 3.878 pindah keluar vs. 2.538 pindah masuk. Secara logika demografis, angka pindah
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masuk dan pindah keluar dalam satu wilayah tidak seharusnya menunjukkan disparitas sebesar
itu pada setiap triwulan kecuali jika terjadi peristiwa luar biasa seperti relokasi massal akibat
bencana. Disparitas ini mengindikasikan bahwa pelaporan perpindahan penduduk, khususnya
pindah masuk, tidak berjalan secara konsisten di tingkat desa/kelurahan. Kemungkinan besar,
warga yang pindah ke wilayah Demak tidak segera melaporkan perubahan alamatnya,
sementara warga yang pindah keluar terdeteksi karena NIK-nya masih tercatat di SIAK Demak
namun tidak muncul saat verifikasi lapangan. Fenomena ini kembali menegaskan pentingnya
inklusivitas aktor lokal dalam rantai tata kelola data.

Tabel 4. Gap Temporal dalam Regulasi PDPB dan Dampaknya pada Data Kependudukan Demak

No Aspek Regulasi Frekuensi Realitas Dinamika Dampak pada Kualitas
Kependudukan Demak Data
1 Pemutakhiran data Setiap 3 Bulan  Perpindahan warga akibat Terjadi time-lag
pemilih/KPU rob terjadi real-time dan maksimal 3 bulan; data
sporadis. pemilih tidak
mencerminkan kondisi
faktual terkini.
2 Penyerahan DP4 Setiap 6 Bulan  Urbanisasi masuk dari KPU bekerja dengan
(Kemendagri) perbatasan Semarang basis data yang sudah
(Mranggen/Genuk) sangat kadaluarsa 6 bulan,
tinggi. berpotensi tingginya
pemilih siluman atau
tidak terdaftar.

Sumber: Analisis Regulasi PKPU No. 1 Tahun 2025 & Data Empiris KPU Kab. Demak (2026)

Kelemahan kedua adalah fragmentasi infrastruktur digital antara Sidalih dan SIAK.
Sinkronisasi kedua sistem ini masih bersifat periodik dan stand-alone, bukan terintegrasi secara
real-time melalui antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface/API).
Literatur komparatif secara konsisten menunjukkan bahwa tanpa interoperabilitas sistem,
koordinasi yang hanya berhenti pada pertukaran dokumen formal akan menghasilkan data yang
tidak lengkap khususnya ketika laporan dari instansi lain tidak disertai NIK atau NKK sehingga
mustahil diinput ke Sidalih (Sutisna & Nurhayati, 2021; Ardhy et al., 2024). Data Tabel 2 secara
tidak langsung mengonfirmasi implikasi dari fragmentasi ini: akumulasi 3.998 pemilih
meninggal dan 5.765 pemilih pindah keluar yang baru terproses pada TW 1 2026
mengindikasikan bahwa informasi perubahan status tersebut telah tercatat di SIAK Disdukcapil
namun memerlukan waktu signifikan untuk dapat direkonsiliasi ke dalam Sidalih KPU. Implikasi
dari fragmentasi ini menjadi semakin kritis dalam konteks volume data besar yang harus
diproses KPU Kabupaten Demak.

Kelemahan ketiga adalah eksklusi aktor lokal dari desain kelembagaan PDPB. PKPU
1/2025 secara substansial memfokuskan mekanisme koordinasi pada level birokrasi
kabupaten/kota (KPU, Disdukcapil, Bawaslu) tanpa memberikan peran formal yang terstruktur
bagi pemerintah desa dan RT/RW. Padahal, aktor lokal memiliki pengetahuan faktual mengenai
perpindahan penduduk termasuk perpindahan non-permanen akibat banjir yang jauh lebih up-
to-date dibandingkan data yang masuk ke SIAK. Asimetri pelaporan perpindahan penduduk
yang terlihat pada Tabel 2 dimana angka pindah keluar secara konsisten jauh melebihi pindah
masuk dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi langsung dari eksklusi aktor lokal tanpa
pelaporan proaktif dari perangkat desa, KPU hanya mampu mendeteksi pindah keluar melalui
verifikasi ketiadaan di alamat terdaftar tetapi tidak mampu menangkap pindah masuk yang
bergantung pada kesadaran warga untuk melapor. Temuan ini kontras dengan praktik di
Kabupaten Padang Pariaman yang berhasil melibatkan aktor lokal melalui inovasi "Bulan Madu"
dan "Coklat Pemilu" (Putri et al., 2024; Afriyanni et al., 2021), menunjukkan bahwa inklusivitas
aktor lokal bukan sekadar kemungkinan teoritis melainkan telah terbukti secara empiris di
konteks lain.
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Facilitative Leadership: Ketergantungan pada Inisiatif Individu

Variabel facilitative leadership menekankan peran aktor kunci dalam membangun
komitmen, memfasilitasi dialog, dan menjembatani perbedaan kepentingan. Dalam konteks
PDPB, peran ini idealnya diemban oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai institusi penanggung
jawab utama. Analisis dokumen menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Demak telah
menunjukkan inisiatif leadership dalam beberapa hal, seperti menghadirkan enam klaster aktor
dalam rapat pleno terbuka dan mengembangkan inovasi QR Code untuk kanal partisipasi digital.
Namun, efektivitas facilitative leadership dalam kerangka Ansell dan Gash tidak hanya diukur
dari kemampuan menghadirkan aktor dalam forum, tetapi juga dari kemampuan memfasilitasi
pertukaran sumber daya secara substansial di antara aktor-aktor tersebut.

Indikasi yang muncul dari analisis adalah bahwa facilitative leadership KPU Kabupaten
Demak sebagaimana umumnya terjadi di tingkat daerah masih terbatas pada dimensi
prosedural menggelar rapat, mengundang aktor dan belum mencapai dimensi substantif
membangun mekanisme pertukaran data real-time, memfasilitasi negosiasi akses antara KPU
dan Bawaslu, atau mengintegrasikan aktor lokal ke dalam alur verifikasi data. Keterbatasan ini
dapat dipahami mengingat KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk mengubah
arsitektur sistem Sidalih atau SIAK yang bersifat nasional, sehingga ruang manuver leadership di
tingkat daerah secara struktural terbatas.

Collaborative Process: Forum Deliberatif tanpa Jaring Pengaman Sistem

Variabel collaborative process mencakup mekanisme dialog langsung, pembangunan
kepercayaan bertahap, dan pencapaian hasil sementara. Rapat Pleno Terbuka PDPB merupakan
inkarnasi paling nyata dari variabel ini sebagai forum face-to-face dialogue yang melibatkan
multi-aktor. Namun, analisis mengungkap bahwa forum deliberatif tersebut menghadapi dilema
operasional yang berkaitan dengan konteks geografis Kabupaten Demak. Pada periode Triwulan
I (Januari-Maret), sebagian besar wilayah pesisir dan dataran rendah Demak kemungkinan
sedang atau baru surut dari genangan banjir dengan durasi rata-rata 7,10 bulan (Ayudhia &
Sawiji, 2025). Kondisi ini membatasi efektivitas pemutakhiran lapangan melalui metode
pencocokan terbatas (coktas) yang dilaksanakan pada 12-13 Maret 2026, sebagaimana tercatat
dalam dokumen institusional KPU Kabupaten Demak.

Dalam kerangka collaborative process, kondisi ini menghasilkan sebuah kesenjangan
prosesual: di satu sisi, forum pleno berhasil menghadirkan komitmen bersama antar instansi
secara prosedural; di sisi lain, substansi data yang diproses dalam forum tersebut sangat
bergantung pada kualitas data dasar dari Disdukcapil yang mungkin sudah tertinggal (lagging).
Data Tabel 2 secara konkret menunjukkan bahwa pada TW [ 2026, ketika rapat pleno
menetapkan angka 914.628 pemilih, proses data cleansing masih berlangsung dengan
pencoretan 9.807 pemilih TMS. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah 914.628 pemilih
yang ditetapkan dalam pleno tersebut telah sepenuhnya "bersih" dari data TMS, atau masih
terdapat sisa TMS yang belum teridentifikasi yang akan ditemukan pada triwulan berikutnya?
Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa forum deliberatif bekerja atas dasar data yang masih
dalam proses rekonsiliasi, bukan data yang telah tervalidasi secara final.

Rekonfigurasi Collaborative Governance PDPB dalam Konteks Kerentanan Geografis

Sintesis dari analisis empat variabel di atas mengungkap bahwa hambatan koordinasi
PDPB di Kabupaten Demak tidak bersifat linear melainkan bersifat kumulatif dan saling
memperkuat: kelemahan starting conditions (ketidakseimbangan kekuasaan dan rendahnya
kepercayaan) diperparah oleh kelemahan institutional design (paradoks temporal, fragmentasi
sistem, eksklusi aktor lokal), yang pada gilirannya membatasi efektivitas facilitative leadership
dan collaborative process. Ada hal yang membedakan konteks Kabupaten Demak dari daerah
lain adalah penambah kerentanan geografis yang berfungsi sebagai stress test terhadap
kelemahan-kelemahan tersebut. Banjir rob dan fluvial dengan durasi genangan yang sangat
panjang tidak hanya memicu mobilitas spasial penduduk yang meningkatkan kompleksitas data,
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tetapi juga menjadi hambatan fisik (physical barrier) bagi mekanisme pemutakhiran lapangan.
Dalam situasi ini, kegagalan interoperabilitas Sidalih-SIAK bukan sekadar kelemahan teknis,
melainkan menjadi kegagalan jaringan pengaman (safety net failure) yang secara langsung
mengurangi akurasi data pemilih. Pola data pada Tabel 2 memberikan ilustrasi konkret
mengenai bagaimana kerentanan geografis berinteraksi dengan kelemahan institutional design.
Tingginya angka pindah keluar yang tidak diimbangi pindah masuk khususnya pada TW I 2025
(selisih 3.970) dan TW IV 2025 (selisih 1.340) dapat dikaitkan dengan dinamika perpindahan
penduduk akibat banjir rob di wilayah pesisir (Kecamatan Sayung dan Wedung). Warga yang
terdampak banjir kemungkinan besar pindah secara de facto ke wilayah lain namun tidak segera
melaporkan perubahan alamatnya ke SIAK, sehingga NIK mereka tetap tercatat di Demak hingga
terdeteksi sebagai TMS pada siklus pemutakhiran berikutnya. Ketika banjir juga menghambat
pelaksanaan coktas di lapangan, maka satu-satunya mekanisme deteksi TMS adalah rekonsiliasi
periodik dengan SIAK yang seperti terbukti pada TW I 2026, menghasilkan akumulasi
pencoretan yang sangat besar. Ini adalah contoh spesifik bagaimana hambatan fisik (physical
barrier) dan kegagalan teknologi (technology failure) saling memperkuat dalam menciptakan
ketidakakuratan data.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengusulkan tiga dimensi rekonfigurasi.
Pertama, penguatan institutional design melalui penerapan konsep Satu Data Indonesia di
tingkat daerah sebagai jembatan interoperabilitas Sidalih dan SIAK, sejalan dengan rekomendasi
Wafi dan Oktaviana (2023) serta Mareati et al. (2026). Implikasi dari temuan data rincian PDPB
menunjukkan bahwa interoperabilitas ini secara khusus harus mampu menangkap perubahan
status meninggal dan pindah secara real-time, mengingat kedua kategori tersebut mendominasi
komposisi TMS (total 23.009 dari 23.177, atau 99,2%). Kedua, inklusivitas aktor lokal melalui
pemberian peran formal bagi pemerintah desa/RT/RW dalam mekanisme pelaporan dan
verifikasi perubahan data khususnya untuk menangkap perpindahan masuk yang saat ini sangat
underreported mengacu pada best practice Padang Pariaman (Putri et al, 2024). Ketiga,
penguatan starting conditions melalui penyusunan perjanjian kerja sama (MoU) antarinstansi
yang mengatur secara eksplisit mekanisme akses verifikasi data bagi Bawaslu dengan tetap
mematuhi ketentuan UU PDP misalnya melalui mekanisme sandbox data, audit log, atau akses
read-only terbatas yang memungkinkan flick test tanpa membuka seluruh database

KESIMPULAN, SARAN/REKOMENDASI KEBIJAKAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis dinamika koordinasi antarinstansi dalam PDPB di Kabupaten
Demak melalui kerangka collaborative governance Ansell dan Gash. Temuan menunjukkan
bahwa kepatuhan prosedural KPU Kabupaten Demak terhadap prinsip terbuka, partisipatif, dan
akuntabel belum diikuti oleh keberhasilan substantif collaborative governance, yang ditandai
oleh tiga hambatan utama.

1. Variabel starting conditions, terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antar aktor
khususnya antara KPU yang menguasai database dan Bawaslu yang memiliki kewajiban
pengawasan namun terbatas akses verifikasinya yang menghambat pembangunan
kepercayaan sebagai prasyarat kolaborasi. Kedua,

2. Variabel institutional design, terdapat tiga kelemahan yang saling terkait: paradoks
temporal antara siklus pemutakhiran triwulanan dan penyerahan data semesteran,
fragmentasi infrastruktur digital Sidalih-SIAK, serta eksklusi aktor lokal dari desain
kelembagaan PDPB.

3. Variabel collaborative process, forum deliberatif (rapat pleno terbuka) berhasil
menghadirkan multi-aktor secara prosedural namun belum mampu memfasilitasi
pertukaran sumber daya teknis yang substantif.

Konfirmasi empiris dari data rincian komposisi PDPB memperkuat temuan pada variabel
institutional design dengan cara yang tidak terduga dalam desain penelitian ini. Akumulasi
pencoretan 9.807 pemilih TMS pada TW I 2026 yang terdiri dari 3.998 meninggal dunia dan
5.765 pindah keluar secara kuantitatif membuktikan bahwa sinkronisasi data SIAK-Sidalih

31



Jurnal Kota Wali Volume 2 Issue 1 Year 2026 Pages 22-34
e—ISSN 3123-9714

http://jurnal.demakkab.go.id

tidak berjalan secara real-time melainkan bersifat periodik dan tertunda (lagging). Selain itu,
pola asimetri pelaporan antara pindah masuk dan pindah keluar yang konsisten muncul di
setiap triwulan mengindikasikan bahwa eksklusi aktor lokal dari mekanisme koordinasi PDPB
telah menghasilkan blind spot dalam deteksi perpindahan penduduk masuk, yang berimplikasi
langsung pada potensi tidak tercatatnya pemilih yang berhak (disenfranchisement).

Kontribusi teoritik penelitian ini terletak pada dua aspek. Secara konseptual, penelitian ini
mendemonstrasikan bahwa kerangka collaborative governance Ansell dan Gash mampu
berfungsi sebagai kerangka sintesis analitis yang mengintegrasikan temuan-temuan fragmentasi
dari penelitian PDPB terdahulu yang selama ini terpisah-pisah antara perspektif teknis-
administratif, kelembagaan, dan hukum ke dalam satu peta koordinasi yang koheren. Secara
metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data rincian komposisi
perubahan data pemilih yang biasanya hanya dianalisis secara agregat mampu mengungkap
pola lagging data dan asimetri pelaporan yang tidak terlihat pada data total pemilih semata,
sehingga membuka dimensi analisis baru dalam studi tata kelola data pemilih. Secara
substansial, penelitian ini memperkenalkan dimensi kerentanan geografis sebagai variabel
kontekstual yang memperkuat (amplifying factor) hambatan-hambatan collaborative
governance dalam tata kelola data pemilih sebuah aspek yang belum dibahas secara sistematis
dalam literatur PDPB yang selama ini didominasi perspektif administratif-teknis.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah bahwa transformasi tata kelola PDPB
dari pendekatan birokratis menuju collaborative governance memerlukan penguatan pada tiga
level secara simultan: level regulasi nasional penyelarasan temporal siklus pemutakhiran dan
penyerahan data, level infrastruktur digital daerah penerapan interoperabilitas Sidalih-SIAK
melalui konsep Satu Data Indonesia dengan fokus pada real-time update untuk kategori
meninggal dan pindah, serta level kelembagaan lokal institusionalisasi peran pemerintah desa
dalam jaringan tata kelola data pemilih, khususnya untuk pelaporan perpindahan masuk.

Temuan mengenai dominasi kategori meninggal dan pindah dalam komposisi TMS
(99,2%) juga mengimplikasikan bahwa prioritas interoperabilitas sistem seharusnya
difokuskan pada konektivitas antara SIAK dengan data kematian dari Dinas Kesehatan/Rumah
Sakit serta data perpindahan dari perangkat desa, bukan sekadar pada sinkronisasi database
kependudukan secara umum. Tanpa penguatan ketiga level tersebut, prinsip keterbukaan,
partisipasi, dan akuntabilitas dalam PDPB berisiko tetap berada pada ranah normatif tanpa
terjemahan operasional yang efektif terutama di wilayah-wilayah dengan kerentanan geografis
tinggi seperti Kabupaten Demak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada analisis dokumen dan
literatur komparatif, sehingga klaim-klaim mengenai dinamika kelembagaan bersifat indikatif
dan memerlukan verifikasi melalui penelitian lapangan. Meskipun data rincian PDPB dari PPID
KPU Kabupaten Demak telah memperkuat landasan empiris analisis, penelitian ini belum
mampu menjelaskan secara mendalam motivasi di balik asimetri pelaporan misalnya apakah
disparitas pindah masuk-keluar lebih disebabkan oleh faktor kesadaran warga, keterbatasan
SOP pelaporan di tingkat desa, atau hambatan teknis sistem. Penelitian selanjutnya disarankan
untuk menguji kerangka analisis yang dikembangkan dalam artikel ini melalui metode studi
kasus dengan wawancara mendalam kepada para pemangku kepentingan PDPB di Kabupaten
Demak, serta memperluas cakupan perbandingan ke wilayah rawan bencana lainnya untuk
menguji generalisabilitas temuan mengenai peran kerentanan geografis dalam tata kelola data
pemilih.
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